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. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak
asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan,
sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan,
khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak
Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami
banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak
Penyandang Disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,
tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi
muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang
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kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi
sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang
Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya
mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang
bermartabat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011
menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang
pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang
Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas
dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,
merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan
perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan
atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang
lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan
pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.
Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang
termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-
undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
dalam-segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan,
politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta
pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi
Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas
dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat,
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas,
termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan
pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk
mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang Ilebih
berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu,
pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi
Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan
segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam

Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan
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Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas,
koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, Kkerja sama
internasional, dan penghargaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat”
adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas
yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap
Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan
bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan *“asas partisipasi penuh” adalah
Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam segala
aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e
Yang dimaksud dengan *“asas keragaman manusia dan
kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan
terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman
manusia dan kemanusiaan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di
berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti
pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat
dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang

Disabilitas.
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Huruf h

Huruf i

Huruf j

Pasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah
terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh
layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke,

akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual”
adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di
bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita

dan down syndrom.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental”

adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara

lain:

a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi,
anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada
kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan

hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik”

adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera,
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antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau
disabilitas wicara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi”
adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih
ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan
disabilitas netra-tuli.
Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka

waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah
Diskriminasi yang dialami perempuan Kkarena jenis
kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang
Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan
yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di
berbagai bidang kehidupan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua
asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang
menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan
perawatan dan pengasuhan kepada anak.
Huruf c

Cukup jelas.
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Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau
perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam
bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat
kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan,

pemasungan, penyekapan, atau pengurungan.
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Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif’ adalah
pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk
belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang
Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.
Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah
pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik
Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus,
proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan
dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di
tempat belajar khusus.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah

rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan Kkerja
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maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan,

rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pasal 12

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah
segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan
farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan
dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

dan/atau masyarakat.

Huruf ¢

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau

termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum
bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk
percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan
pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.
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Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media,
sarana, dan prasarana.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
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Pasal 24

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media
komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang
Disabilitas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah

komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penundaan hingga waktu tertentu” adalah
penundaan pemeriksaan untuk pengambilan keterangan yang
waktunya ditentukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan
pertimbangan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau

psikiater, dan/atau pekerja sosial.


http://www.peraturan.go.id

11 No.5871

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum

dewasa dan/atau di bawah pengampuan.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “keluarga Penyandang Disabilitas” adalah
keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai
derajat kedua.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Yang dimaksud dengan “pembantaran” adalah penundaan penahanan
sementara terhadap tersangka/terdakwa karena alasan kesehatan
(memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan

keterangan dokter.
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Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal,
nonformal, dan informal.
Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan
umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.
Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan
dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
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Huruf e
Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk bahasa

isyarat Indonesia (Bisindo).

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah
tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik
Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi
dalam proses belajar dan evaluasi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “program dan Kkegiatan tertentu”, antara
lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas belajar, sertifikasi
pendidik, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan

khusus, serta program dan kegiatan sejenis lainnya.
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Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
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Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

No0.5871

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan

Penyandang Disabilitas, antara Ilain kemudahan perizinan,

penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah

diakses.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah

suatu alat dan/atau tempat yang digunakan

untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan,

profesi, dan prosedur operasional.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian
dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga
kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat,
tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik,
dan tenaga keteknisan medis.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan

kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan
telekardiologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.
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Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Yang dimaksud dengan *“alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang
digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang

Disabilitas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Yang dimaksud dengan “tindakan medik” antara lain, pemberian obat,

fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan
publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
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penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam
bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang

timbul.
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Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni,
pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan
seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat
daerah, nasional, maupun internasional.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.
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Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan
gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal,
seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya
harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun
tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah
deret sederhana.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan
gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat
melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara,
dan kelenteng.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan
gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat
melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung
untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan,
wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah
bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai

tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi
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bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan

kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan
gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat
melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan
tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat
membahayakan  masyarakat di sekitarnya dan/atau
mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung
untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan
bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan

umum.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah

diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan prasarana moda

transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan

jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.
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Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “karakteristik pokok” adalah keterangan
pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis
kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan,
dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan.
Yang dimaksud dengan “karakteristik rinci” adalah keterangan
rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkut seluruh
aspek keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya
yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.
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Pasal 122
Ayat (1)
Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk
penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille,
audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan
dengan yang lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.
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Pasal 132
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *“advokasi”, antara lain dalam bentuk
penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, dan
bimbingan teknis.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 133

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait”, antara
lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi
Penyandang Disabilitas, organisasi kemasyarakatan, dan badan

hukum.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.
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Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.
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Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.
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